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BAB 11

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen bertujuan agar kegiatan
yang dilakukan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Ulber S. (2002 47), defenisi pengawasan (controlling) adalah
“Proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja actual, membandingkan hasil
dengan standar organisasi dan tujuan, dan mengambil. tindakan korektif jika
dibutuhkan “.

Jadi, pengawasan merupakan fungsi yang dijalankan manajer untuk
menjamin bahwa organisasi dan tindakan - tindakan anggotanya bergerak kearah
tujuan yang sudah ditetapkan. Yang utama dilakukan dalam pengawasan adalah
menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja nyata dan membandingkannya
dengan standar yang sudah ditentukan. Jika ternyata terjadi penyimpangan maka
dilakukan tindakan perbaikan.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam system pengawasan
terdiri dari struktur dan proses. Struktur merupakan seperangkat organisasi dan
informasi yang memudahkan terjadinya proses pengawasan, sedangkan proses
merupakan seperangkat tindakan yang dilaksanakan oleh manajer atas dasar
informasi yang mereka terima.

Menurut R,A,.Supriono (2001 : 131 ), sistem pengawasan tersebut terdiri
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d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

Fungsi Pajak
Adapun yang termasuk fungsi pajak adalah:

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfiingsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya
pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regziler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan, begitu juga dengan

barang mewabh.

Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. Olfficial Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
erutang. Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
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3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP oleh
fiskus.

b. Self Assesment Svstem yaitu, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya
pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System yaitu, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang tentang oleh wajib pajak.

1. Tarif pajak
Tarif pajak dapat dibagi menjadi:

a. Tarif Preporsional/Sebanding yaitu tarif berupa persentase tertentu yang
sifatnya tetap terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Progresif yaitu tarif dimana persentase tarif yang digunakan akan
semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

c. Tarif Degresif yaitu tarif dimana persentase tarif yang digunakan akan
semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
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2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu, Nomor Pokok Wajib
Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib
pajak sebagai suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan.

2

Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP harus dituliskan
dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

1) Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak.

2) Surat menyurat dalarn hubungan dengan perpajakan.

3) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi

NPWP.

d. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), semua wajib pajak
berdasarkan self assesment system wajib mendaftarkan diri pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus

mendapatkan NPWP. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:
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Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau

memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif

maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000

tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan
pemotongan pajak tertentu.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 (www.pajak.go.id)
mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat
bertempat tinggai atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
merupakan Subjek Pajak pengganti, mengganti mereka yang berhak yaitu ahli
waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak
Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal
dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

¢. Subjek Pajak Badan, yaitu Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
vang mempakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT). Perseroan

UNIVERSUTASMED ANVARBdrseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
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atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa

pun, kongsi. koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa. organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT)

adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dan 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan

vang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

1) Tempat kedudukan manajemen:

2) Cabang perusahaan;

3) Kantor perwakilan;

4) Gedung kantor;

5) Pabrik;

6) Bengkel;

7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran
vang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

9) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain,
sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) han dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan;
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10) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;

11) Agen atau pegawai dan perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premu asuransi atau

menanggung resiko di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar
untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah
penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiur,
atau imbalan dalam bentuk lainnya.

b. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

¢. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

d. Penenimaan kembali pembayaran pajak vang telah dibebankan sebagai biaya.

e. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan
pengembalian utang.
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f. Dividen, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dan perusahaan
asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

g. Royalti.

h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

J.  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

k. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

I. Premi asuransi.

4. Tarif Pajak Penghasilan
a. Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan atas karyawan tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasila Kena Pajak Tarif Pajak

Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 s/d Rp 5%

25.000.000,00

Di atas Rp 25.000.000 10%

Di atas Rp 50.000.000 15%

Di atas Rp 100.000.000 25%

Di atas Rp 200.000.000 35%
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b. Pemberlakuan Tarif
1) Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak, dikenakan untuk penerima

penghasilan sebagai berikut:

Penerima Penghasilan Penghitungan PKP

a. Pegawal tetap (termasuk pejabat | Penghasilan bruto  dikurangi
negara, pegawai negeri sipil, anggota | biaya jabatan, iuran pensiun
TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, | termasuk iuran Tabungan Hari
pegawal Bandan Usaha Milik Negara | Tua atau Jaminan Hari Tua yang
dan Badan Usaha Milik Daerah, serta | dipersamakan  dengan  dana
anggota dewan komisaris atau anggota | pensiun, dan PTKP.
dewan pengawas vang merangkup
sebagai pegawai tetap pada perusahaan

yang sama).

b. Penerima pensiun secara berkala. Penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya

pensiun dan PTKP.

c. Pegawai tidak tetap, pemagang, dan | Penghasilan bruto dikurang

calon pegawai. dengan PTKP yang sebenarnya.

d. Distributor  perusahaan  multilevel | Penghasilan  bruto  dikurang
marketing atau direct selling dan | PTKP sebulan

kegiatan sejenis lainnva.
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c. Rp. 1.320.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang
istri penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp 1.320.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap

[N

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluarga.

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus misalnya orang tua dan anak
kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah misalnya
mertua dan anak tiri. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai

penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

D. Pajak Penghasilan Pasal 22
1. Pengerian Pajak Peughasilan Pasal 22

Menurut Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) yang disebut dalam
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 236/KMK.03/2003
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
a. Bendaharawan Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau lembaga pemerintah

dan lembaga - lembaga negara lainnya, berkenaaan dengan pembayaran atas
penyerahan barang;

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah, maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu

bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh

UNIVibRk 1pis Mibdap AREAb Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap
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kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat
penjualan ada pula pada saat pembelian.

Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan
tentang pemotongan PPh yang lain seperti PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 21.
Hal ini disebabkan karena sangat bervariasinya objek, pemungut dan bahkan
tarifnya. Di bawah ini saya coba ringkaskan objek, tarif dan Pemungut PPh Pasal

22 tersebut.

2. Pemungut dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang

vl

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat
pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian
barang.

c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan
pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN)
dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-hadan tersebut pada angka 4.

d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan
Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT
Krakatau steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan
pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

e. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri

rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh
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k. Pasal 22 yang atas pembelian bahan-bahan oleh Industri dan eksportir yang
bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor mereka adalah sebesar 0.5% (nol koma lima
persen) dan harga pembelian tidak termasuk PPN

Urutan proses dan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menjual barang ke Bendaharawan Pemerintah, KPKN, dll

o]

Atas penjualan tersebut perusahaan dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.

Ly

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dan

KPKN disetor ke Kas Negara.

4. Perusahaan yang melakukan Impor dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh
Ditjen Bea Cukai (impor barang tidak untuk dikonsumsi di dalam daerah
pabean tidak dipungut PPN)

5. Pajak Penghasilan Pasal 22 dicatat saat diterimanya pembayaran tagihan dan
Bendaharawan Pemerintah, KPKN.

6. Jika Pembelian merupakan BKP/JEP maka PPN hams di catat ingat kita hanya

mencatat, karena PPN dipungut dan yang menyetorkan adalah Bendaharawan

Pemerintah, KPKN.

E. Kerangka Konseptual
Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menguraikan teori-teori yang

berkaitan dengan prosedur pajak serta pengawasannya. Kemudian peneliti

UNDEERSINASIMERDAN ARBAle-metode vang dilakukan dalam penelitian, baik
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah
penelitian deskriptif. Nazir (1999 64-65) dalam bukunya Metode Penelitian
mengemukakan bahwa “Metode penelitian deskriptif digunakan untuk membuat
gambaran mengenal situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak
mengadakan akumulasi data belaka”.
2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti
mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu Kantor
Pelayanan Pajak Medan Timur Medan

3. Waktu Peneiltian

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian
2011
. Keterangan Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep
1. | Kunjungan ke Instansi
2. | Pengajuan Judul
3. | Konsultasi / Bimbingan
4. | Pembuatan dan Seminar Proposal
5. | Pengumpulan Data
6. | Analisis Data
7. | Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi
8. | Pengajuan Sidang dan ujian akhir
UNIVERSITAS MEDAN AREA

. s Document Accepted 26/2/24
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dala’;ubentuk apapun tanpa izin UniX@Eé;E"FMﬁijﬁbé?igﬂory.uma.ac.id]26/2/24
4Lt




.}
(W]

Fery Fadly - Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Prosedur Perpajakan....

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Arikunto, (2007 : 15) menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan
subjek yang akan diteliti. Apabila seseorang ingin meneliti elemen yang ada di
wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh staff Kantpr Pelayanan Pajak Medan Timur Medan.

2. Sampel

Arikunto, (2007:20) menyatakan bahwa : “sampel merupakan bagian dari
populasi yang dapat diwakili dari seluruh populasi tersebut”. Berdasarkan
pengertian tersebut peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 30
crang staf bagian administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Medan.

C. Defenisi Operasional

Pengawasan Prosedur adalah Penyampaian dokumen (X1) merupakan
langkah kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyampaian dokumen
wajib pajak.

Pengawasan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT (X2) merupakan
langkah kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
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Timur dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan dan pengolahan
SPT wayjib pajak.

Prosedur Pajak (Y) adalah langkah kerja yang dilaksanakan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan prosedur penyampaian

dokumen wajib pajak dan penerimaan serta pengolahan SPT wajib pajak.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya
Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan yakni Kantor Pelayanan
Pajak Medan Timur Medan

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak
kedua, baik dari hasil penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data
diperoleh melalui berbagai literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah
akuntansi, jurnal-jurnal akuntansi dan literatur ilmiah lainnya yang
berhubungan dengan penelitian dan dan Kantor Pelayanan Pajak Medan

Timur Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum pengumpulan data dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan daftar
pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul sesuai dengan apa
yang dibutuhkan. Setiap pertanyaan angket diberi bobot, yaitu:
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Wawancara, teknik ini digunakan untuk mernperoleh informasi melalui

pimpinan atau karyawan perusahaan yang terlibat langsung..

2. Strategi arsip, yaitu dengan menghimpun dokumen-dokumen dan data-
data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Angket (Questionnaire),yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk menjawab nya.Kuesioner dapat sebuah
pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka.Pada peneliti akan di gunakan
kuesioner tertutup,dimana jawaban untuk setiap butir
pertanyaan/pernyataan telah tersedia.

Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan
daftar pertanyaan bobot nilai angket yang di tentukan yaitu:

1. Jawaban “Sangat Sesuai”, diberi bobot 5.

b

Jawaban “Sesuai”, diberi bobot 4.
3. Jawaban “Sedang”, diberi bobot 3.
4. Jawaban “Kurang Sesuai”, diberi bobot 2.

5. Jawaban “Tidak Sesuai”. diberi bobot ]

F. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda
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Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya
hubungan dan pengaruh variabel independen yang junilahnya dua atau lebih (X1,
X2) terhadap variabel dependen (Y).

Y=a+b X, +bX>

Keterangan:
Y = Pengawasan Prosedur Pajak
a = konstanta

by,bs = koefregresi
X; = Proses penyampaian dokumen wajib pajak
X> = Proses penerimaan dan pengolahan SPT wajib pajak

Model yang digunakan dalam penelitian imi adalah regresi dumy vatiabel
(variable dummy). Dumy Variabel dalam model regresi mewakili nilai variabel
kualitatif. Nilai variabel kualitatif dalam model pada umumnya menggunakan
bilangan binner, yaitu 0 dan 1.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai dumy variabel untuk prosedur pajak

dengan peningkatan positif (1) dan peningkatan negatif (0).

b Koefisien Determinasi (R?)

Pengujian kontribusi pengaruh dari variabel bebas (X,, X,) terhadap
variabel tidak bebas (Y), dapat dilihat dari koefisien determinasi berganda (R»)
dimana 0<R’<1. Hal ini menunjukkan jika R? semakin dekat dengan 1, maka

pengaruh variabel bebas (X,. X») terhadap variabel tidak bebas (Y) semakin kuat.
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5. Dari hasil analisis dan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa hubungan
antara peraturan pajak dengan pengawasan semakin meningkat, hal ini dapat
dilihat dari:

a. Berdasarkan hasil uji t maka diperoleh persamaan regresi Y = 0,545 -
0,085X1 + 1,051X2 yang berarti variabel x, membeni pengaruh negatif
terhadap variabel y, maksudnya jika naik maka x; akan turun atau
sebaliknya.

b. Secara signifikan variabel x; pada kuisioner memberi pengaruh negatif
terhadap variabel y, hal ini terlihat dari nilai signifikan (0.697) > 0.05 dan
nilal thitung (-0,393) > tiaver (1.96) artinya jika ditingkatkan variabel bentuk
sebesar satu satuan maka sifat/pengaruh Y akan menurun sebesar 0,085
satuan.

c. Variabel X, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. hal ini terlihat
dan nilai signifikan (0,000) < 0,05 dari nilai thiung (4.755) > tabe (1.96)
artinya jika ditingkatkan variabel jenis huruf sebesar satu satuan maka Y
akan meningkat sebesar 1,051 satuan.

d. R = 0,948 berarti hubungan antara X; dan X, terhadap Y sebesar 94.8%,
artinya hubungan antar variabel erat sedangkan sisanya sebesar 5.2%
diterangkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model ini.

e. R - Square sebesar 0,899 berarti 89,9% Ydapat dijelaskan oleh variabel X,
dan X», Sedangkan sisanya 10.1% dapat dijelaskan oleh faktor - faktor lain
yang tidak diteliti oleh penelitian ini.
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